





A. Latar Belakang  
Pembagian  warisan menimbulkan salah satu permasalahan yang tejadi 
sehingga permasalahan tersebut menarik untuk dikaji. Dalam Pembagian warisan 
yang umumnya memiliki nilai relgius dan ekonomis yang diakui lebih tinggi. 
Dalam pengaturan dan pembagiannya apabila tidak sesuai akan menimnulkan rasa 
kesengsaraan dan kebahagian diantara salah satu pihak. Pada umumnya lapangan 
hukum dalam kekeluargaan hak kepribadian antara hak dan kewajiban sebagai 
seorang ayah atau suami tidak dapat di wariskan, dengan begitu antara hak dengan 
kewajiban seorang dalam perkumpulan.
1
.  
Di Indonesia berlaku system hukum waris yang sangat beragam (pluralistic) 
yaitu hukum kewarisan berdasarkan adat, hukum kewarisan berdasarkan hukum 
islam, dan hukum kewarisan barat yang berlaku di dalam Burgerlijk wetboek 
(BW). Hukum yang keanekaragaman ini menjadi terlihat sebab yang berlaku di 
kenyataan hukum waris berdasarkan adat tidak bersigfat tunggal, akan tetapi 




System kewarisan di Indonesia yang mempunyai 3 (tiga) system yang berbeda 
dan pengaturanya pun berbeda dengan memiliki undang-undang yang telah diatur 
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dalam bentuk kompetensi absolute. Yang di maksudkan bahwa untuk seorang 
yang agamanya islam di haruskan pembagiannya menurut hukum islam yang 
berlaku di Indonesia dan pengajuannya permasalahannya di selesaikan di 
Pengadilan Agama . sedangkan untuk orang-orang non islam berlaku peraturan 
yang terdapat di dalam buku II KUHPerdata dan apabila adanya permasalahan di 
selesaikan di Pengadilan Negeri. Dengan demikian dalam pengaturan dan 
pembahasan waris tentang islam diatur dalam pengaturan hukum islam yang 
berlaku di Indonesia  dan pengaturan dan pembahasan hukum waris non islam 
berlaku KUHPedata. 
  Hukum waris islam tidak terdapat institusi kewarisan (heredis in stitutio), 
dan wasiat hanya terbatas pada pembuatan wasiat dan penunjukan seorang 
pelasana atau wali. Hukum waris menetapkan bagian-bagian yang sudah baku 
dengan mengutamakan pewaris yang bersifat universal (succession in universun 
ius). Harta peninggalan (tarikah) dibayarkan lebih dahulu untuk biaya 
pemakaman, dan utang-utang. Kedua macam pengeluaran ini segera dilaksanakan 
setelah terjadinya kematian. Jika besar utang sama atau melebihi jumlah harta 
peninggalan, maka jumlah harta tersebut dibagikan berdasarkan perbandingan 
klaim yang diajukan orang yang diutangi. Sebaliknya, klaim-klaim merupakan 
bagian daru kepemilikan. Kewajiban-kewajiban dan hak-hak tetap dilaksanakan 
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Pada dasarnya waris dalam Islam merupakan suatu yang tak terpisahkan, 
oleh karena itu, untuk mengaktualisasikan dalam Islam, maka eksistensinya harus 
dijabarkan dalam bentuk faktual. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan 
harus kelihatan dalam sistem keluarga yang berlaku dalam masyarakat. Dari 
seluruh hukum yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum perkawinan dan 
kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang 
sekaligus merupakan salah satu bagian dari hukum perdata
4
.  Al-Qur’an 
merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan 
ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Rasulullah saw dan ijma’ 
para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam Syariat Islam sedikit 
sekali ayat al-Qur’an yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum 
waris
5
. Hukum islam bersumber dan didasari  tentang waris, merupakan sumber di 
dalam al-qur’an dan sunnah  di antaranya
6
 :  
a. Ayat al-Qur’an, surat al-Nisa ( surat ke- 4 ) 7 : “Bagi laki-laki ada hak bagian 
dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak 
bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit 
atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.   
b. Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim : 
“Berikanlah Faraidh (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak 
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dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang 
terdekat”. 
Berdasarkan Kompilasi hukum islam (KHI) yang yang terdapat dalam  
intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 (inpres 1/1991) untuk menjadi ahli waris 
merupakan pada saat orang yang meinggal dunia memiliki hubungan darah dan 
atau hubungan perkawinan dengan sipewaris, baik agamnya islam dan tidak 
terhalangi oleh hukum. Pengertian tersebut terdapat dalam pasal 171 Komplikasi 
Hukum Islam. Berdasarkan pasal 172 KHI bahwa di pandangnya ahli waris 
berdasarkan kartu identtasnya, pengakuan, amalan, dan kesaksian,sedangkan 
apabila untuk bayi baru lahir, dan anak yang belum dewasa terlihat berargama 
berdasarkan ayahnya dan lingkungannya. 
Hukum  waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 
keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris 
sangat erat yang  berkaitan dengan Setiap manusia akan mengalami peristiwa 
hukum kematian dimana akibat hukumnya akan timbul  peristiwa masalah 
bagaimana kelanjutan hak-hak, dan pengurusan kewajiban-kewajiban orang yang 
meninggal tersebut. Oleh karena itu, permasalahan mengenai hak dan kewajiban 
penyelesaianya diatur dalam hukum waris. 
Hukum waris barat didalam Hukum perdata yang bersumber dari 
KUHPerdata mempunyai sifat dasar yang sama, antara lain yang bersifat 
mengatur dan tidak adanya unsure paksaan. Dalam bidang perdata pengaturan 
hukum waris perdata adanya sifat yang unsurenya berupa paksaan. Maksudnya 




legietime portie atau pemberian hak mutlak pada ahli waris yang telah ditentukan 
bagiannya dalam harta waris di larang menghibahkan bagian warisan tersebut. 
Maka dengan itu  penerima hibah berkewajiban untuk mengembalikan bagian 
yang telah di hibahkan kepada pemilik hak atas waris guna untuk memenuhi 




Hukum waris barat yang berlaku pengaturanya dalam perdata yakni tidak 
berlakunya bagi golongan antar penduduk, tetapi hukum waris barat yang terdapat 
dalam pengaturan perdata  yang berlakunya hanya untuk  
 Golongan orang-orang eropa yang di persamakan dengan itu. 
 Golongan timur asing tionghoa. 
 Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang 
menundukkan diri.  
Dalam ketentuan pasal 830 sampai dengan 1130 KUHPerdata buku II 
yang  mengatur tentang pewarisan  sebab kematian. Dasar hukum ahli waris yang 
akan menjadi mewarisi dengan jumlah yang pembagiannya  ditentuan berdasarkan 
hukum waris BW yang berdasarkan : pembagian menurut ketentuan undang-
undang (ab intesto/ wettelijk erfrecht) dan berdasarkan ditunjuk dalam surat 
wasiat (testament). 
Berdasarkan undang-undang/ab intesto/wettelijk erfrecht Merupakan ahli 
waris yang mempunyai hubungan kekeluargaan berdasarkan keturunan yang 
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berhak atas pembagian waris yaitu dalam pasal 832 KUHPerdata  bahwa yang 
berhak untuk menjadi ahli waris ialah : 
 para keluarga sedarah, baik sah, maupun diluar kawin dan suami istri 
yang hidup terlama. 
 Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, 
atau, mencoba membunuh si yang meninggal 
 Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang 
meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiat. 
 Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau mamalsukan surat 
wasiat si yang meninggal.  
Jika pewaris menentukan pembagian waris secara pribadi mengenai harta 
peninggalannya bahwa dalam hal ini pewaris membuat testament/ surat wasiat 
dalam pasal 899 KUHPerdata yaitu  untuk dapat menikmati sesuatu berdasarkan 
surat wasiat, seseorang harus sudah ada pada saat pewaris meninggal, dengan 
mengindahkan peraturan yang di tetapkan dalam pasal 2 undang-undang ini. 
Ketentuan imi tidak berhasil bagi orang-orang yang di beri hak untuk mendapat 
keuntungan dari yayasan-yayasan. 
Hubungan antara waris perdata dengan hukum keluarga sangat erat 
berkaitan, oleh karena itu untuk mempelajari hukum waris terlebih dahulu paham 
dengan system kekeluargaan karena system kekeluargaan sangat berkaitan dengan 





System bilateral dan parental yang berdasarkan dari keturunan pihak 
suami dan keturunan pihak istri terdapat dalam hukum waris perdata mengenai 
system kekeluargaanya. Dengan dmikian dalam hukum waris perdata yang 
mengatur system waris yang mendapatkan bagianya secara sendiri-sendiri atau 
individu, yang artinya ahli waris tidak dibedakan antara laki-laki dngan 
perempuan mempunyai pembagian yang sama. 
Jika pewaris (orang yang meninggal dunia) dalam hukum hak dan 
kewajibanya berpindah kepada ahli waris dengan kata lain hukum harta waris 
mengenai hak dan kewajibanya yang mempunyai nilai ekonomis, Hal tersebut 
adalah asas yang berlaku dalam hukum perdata tentang waris. Cirri khas yang 
dimiliki hukum waris perdata dengan hukum waris lainnya adalah menetapkan 
upaya harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris hendak segera mungkin untuk 
di bagikan kepada orang yang berhak menerima warisan.  
Dengan dibiarkannya harta peninggalan dalam keadaan tidak di bagi, 
maka dengan hal itu harus menunggu persetujuan dari ahli waris. Perbedaan harta 
warisan dengan harta peninggalan adalah kalau harta warisan belum dikurangi 
hutang dan biaya-biaya lainnya. Sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi 
hutang dan telah siap untuk dibagi
8
.  
Uraian diatas memberikan pemahaman dalam berbagai perbedaan 
mengenai system waris di Indonesia.  prakteknya penulis tertarik untuk mengulas 
perkara  putusan no 077/PDT.G/2016/pa.clg. dalam Pengadilan Agama (PA)  
putusan 077/Pdt.G/2016/PA.Clg menyangkut sengketa waris antar saudara dilihat 
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dari persfektif berdasarkan hukum islam. Sehingga penulis disini mempunyai 
keinginan bahwa putusan hakim bener-benar sesuai prosedur hukum dan 
indikatir-indikator yang di pertimbangkan  yang di pakai oleh putusan hakim 
tersebut.  
 Uraian  diatas sebagai latar belakang dalam masalah, maka dengan hal itu penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian yang berjuudul “ ANALISIS YURIDIS 
PEMBAGIAN HARTA WARIS SAUDARA DITINJAU DARI 
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA  (BW)”. 
 
B.  Rumusan Masalah  
1. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan 
menyelesaikan pembagian hukum waris  saudara di tinjau dari hukum 
islam berdasarkan putusan nomor 077/Pdt.G/2016/PA.Clg ? 
2. Bagaimana kasus dalam putusan nomor 077/pdt.g/206/ PA.Clg jika terkait 
wasiat dan hibah berdasarkan persfektif hukum islam dan hukum perdata 
(bw)? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka penulis menentukan 
tujuan penulisan sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian hukum waris saudara di 




b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian hukum waris  saudara di 
tinjau dari hukum waris barat. 
2. Manfaat dalam Penelitian  
a. Manfaat Teoritis  
Penulis secara teoritis di harapkan dengan menambah pengetahuan 
dan wawasan terkait dalam bidang kaya ilmiah dan khususnya 
mengembangkan dalam hal ilmu pengetahuan tentang hukum waris yang 
bersangkutan dengan pelaksanaan dalam prinsip kehati-hatian pembagian 
waris. Serta sebagai bahan pembanding secara teori dan fakta atau 
kenyataan yang terjadi di lapangan. 
b. Manfaat Praktis  
Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok 
masalah yang di kaji dalam penelitian ini. Dan mengembangkan penalaran 
dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam membuat 
karya tulis. 
 
D. Kerangka Pemikiran   
Pada dasarnya kewarisan merupakan suatu hukum mengenai peraturan 
harta peninggalan Pewaris yang telah meninggal dunia kemudian diberikan 
kepada orang yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. 
Yang di sebutkan dalam kerangka pemikiran yaitu memuat uraian tentag teori 
atau konsep merupakan sumber dari referensi atau literature yang dapat 




penelitian kemudian menganalisis dalam hasil penelitian. Hakikatnya 
kerangka pemikiran ini memuat dalam hipotesis penelitian akan tetapi tidak 
dirumuskan secara tegas (absori, kelik wardiono dan natangsa surbekti, 2010 ) 
Dalam penelitian ini penulis menjabarkan pengertian-pengertian 
hukum waris yang berlaku di Indonesia dari perspektif hukum waris barat dan 
hukum waris islam. Menurut sumber-sumber yang menjadi landasan 
kewarisan islam terdapat dalam al-Qur’an surat An-Nissa ayat 11,12 dan 176. 
Sedangkan dalam landasan kewarisan barat terdapat dalam pasal tentang  
peraturan pembagian hukum waris saudara berdasarkan hukum waris barat 
bersumber pada pasal 832 KUHPerdata dalam buku ke 2 BAB XII tentang 
pewarisan karena kematian. 
Penulis ingin melaksanakan penelitian mengenai pelaksanaan 
pembagian waris saudara di tinjau dari hukum islam dan hukum barat dalam 
peraktek sebenarnya. Apakah menerapkanya telah sesuai atau tidak. Jika 
belum maka adanya perbaikan dan pembenahan dalam penerapannya. 
 
E. Metode dalam Penelitian  
1. Jenis penelitian  
Penelitian ini menggunakan penelitian secara deskripsi atau 
destriptif yang memiliki tujuan mengumpulkan berbagai data untuk 
nantinya disusun secara sistematika, dijelaskan secara rinci dan dianalisis 




untuk memecahkan suatu masalah yang di hadapi
9
. Penelitian kepustakaan 
ini juga melihat putusan pengadilan yang di jatuhkan oleh hakim yang 
putusannya berkekuatan tetap. Dalam penelitian kepustakaan ini data-data 
yang dikumpulkan terlebih dahulu disusun dengan penjabaran setelah itu 
dianalisis. 
2. Metode pendekatan  
Metode  pendekatan yang di gunakan yaitu menggunakan 
beberapa pendekatan seperti : pendekatan undang-undang (statute 
approach), dan pendekatan kasus (case approach) dimana dengan 
pendekatan tersebut dapat memberikan informasi lebih mengenai 
pertimbangan hakim yang di gunakan dasar untuk  mentukan putusan 
mengenai  pembagian hak waris saudara. 
3. Jenis data dan sumber data 
a. Data sekunder 
Sumber Data sekunder merupakan sumber  tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data
10
. Sumber data ini diperoleh 
dari buku-buku hukum, media cetak, jurnal, skripsi, dan lain-lain 
sebagainya yang mendukung untuk mendapatkan informasi. Penelitian 
ini merupakan penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di 
bidang hukum adalah bahan dari data hukum primer yang mempunyai 
kekuatan hukum tetap dan mengikat berupa aturan undang-undang 
seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum 
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Islam,  putusan nomor 077/pdt.g/clg dan bahan sekunder yaitu data 
yang erat hubungannya dengan data hukum primer yakni hasil karya 
ilmiah dari para sarjana dan hasil penelitian
11
 
4. Metode pengumpulan data 
Data yang diperoleh dari studi lapangan maupun pustaka pada 
dasarnya merupakan data tataran yang analisis  secara diskriptis 
kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian 
yang logis dan secara sistematis, selanjutnya dianalisis untuk 
memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, yang kemudian di tarik 
kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum 




F. Sistematika skripsi 
Untuk mendapatkan gambaran rangkaian dari penulis skripsi ini, maka 
penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini. Penulisan skripsi ini terdiri 
drai 4 (emapt) bab yang di susun secara sistematis, yang dimana antar bab 
dengan bab yang lain mempunyai keterkaitan yang berkesinambungan. 
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